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HASIL WATH’I SYUBHAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

 

ABSTRAK 

 

Oleh 

ANNE WIRANTI 

  

Hukum Islam mengenal istilah wath’i syubhat atau hubunggan senggama 

(seksual) secara syubhat, apabila dalam hubungan syubhat tersebut menghasilkan 

seorang anak, maka bagaimanakah status anak tersebut di dalam hukum Islam. 

Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana status anak syubhat dalam 

pandangan hukum dan agama. Sehingga anak syubhat tersebut tetap mendapatkan 

hak konstitusionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan 

yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, organizing, dan analysis yang 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa anak syubhat terdapat dua 

macam yaitu anak syubhat yang lahir akibat syubhat akad (nikah syubhat) dan 

anak syubhat yang lahir akibat syubhat perbuatan. Berdasarkan Putusan Nomor : 

268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. peneliti 

menyimpulkan bahwa pernikahan dalam perkara tersebut tergolong dalam nikah 

syubhat. Dimana terhadap pencatatan bagi anak syubhat karena akad sama halnya 

dengan anak sah lainnya, yaitu nama kedua orangtuanya tercantum dalam akta 

kelahiran sang anak. Berbeda dengan anak syubhat karena perbuatan yang 

terdapat sedikit perbedaan pada fisik pencatatan akta kelahiran, yaitu hanya nama 

ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini berdasarkan Pasal 100 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak syubhat karena perbuatan sama 

halnya dengan anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu 

dan keluarga ibunya saja. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak hasil nikah 

syubhat tidak merubah status dan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut, 

karena anak hasil nikah syubhat tetap berstatus anak sah yang nasabnya dapat 

dihubungkan kepada kedua orang tuanya.  

 

 

Kata Kunci : Wath’i Syubhat, Status Anak, dan Hukum Islam. 

i 
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MOTO 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 

(Q.S. Muhammad: 7) 

 

“Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka; mata yang menangis 

karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga dalam perang sabilillah.” 

(HR. Tirmidzi) 

 

“Selesaikan apa yang sudah engkau mulai, jangan memulai yang tak bisa engkau 

selesaikan.” 

(Ustadz Felix Y. Siauw) 
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I.      PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berdasarkan 

Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya 

disingkat UU Perkawinan). Dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut 

diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah. Tak hanya itu, tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk 

melangsungkan keturunan. Untuk memiliki keturunan yang baik, tentunya harus 

melalui cara yang baik pula. Yaitu dengan melangsungkan suatu pernikahan yang 

sesuai dengan hukum yang berlaku.
1
 

Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi segala ketentuan yang sudah 

ditetapkan dalam Islam. Ketentuan tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun-

rukun tertentu yang sesuai dengan syariat agama Islam, yang sebagaimana telah 

dituangkan secara tegas dan terperinci pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, 

                                                           
1
 Muhammad Hesma Baihaqi, Skripsi: Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Yang 

Keabsahannya Diragukan (Studi Kasus Putusan Nomor : 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr jo. Putusan 

Nomor : 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 28.  
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dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Sepasang suami istri yang telah melangsungkan suatu pernikahan tentu ingin 

memiliki anak sebagai qurrata a’yun (penyejuk hati) yang maksudnya ialah anak 

tersebut dapat mengerjakan ketaatan, sehingga dengan ketaatannya itu dapat 

membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat, serta diharapkan dapat 

menjadi penerus generasi yang menjaga kemulian nasab serta kehormatan 

manusia. Menjaga kemulian nasab sangat begitu penting, karena nasab merupakan 

suatu hubungan yang seringkali menjadi sebab berlakunya hukum syari’at 

terutama dalam bidang hukum keluarga, misalnya hubungan saling mewarisi, 

hubungan perwalian, larangan perkawinan, kewajiban memberikan nafkah, dan 

lain sebagainya. Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk menjaga kesucian 

nasab dengan mengharamkan perzinaan serta mengharamkan pernikahan syubhat, 

dan menghalalkan pernikahan yang dilakukan sesuai syariat.
2
  

Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan begitu penting, hal ini sejalan 

dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam. Berikut adalah tujuan 

pernikahan menurut hukum Islam: 

1. Berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala (S.W.T); 

2. Mempertahankan keturunan umat manusia; 

3. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi 

hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; 

                                                           
2
 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 47-48. 

2 2 2 
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4. Mendekatkan dan menumbuhkan pengertian antar golongan manusia untuk 

menjaga keselamatan hidup; 

5. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antara pria dan 

wanita.
3
 

Kelima tujuan pernikahan tersebut didasarkan kepada Al-Qur’an Surah Ar-Rum 

ayat 21, yang menyatakan bahwa: 

ةً  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
وَمِنْ ا

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
رَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل  ٢١وَّ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

 pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 

 merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

 kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

 tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-

 Rum/30:21). 

Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, khususnya pada point yang menyebutkan  

mempertahankan keturunan umat manusia, berarti dalam suatu pernikahan 

diharapkan dapat meneruskan keturunan, dalam hal ini yaitu mempunyai anak. 

Anak dalam suatu pernikahan mempunyai kedudukan dimata hukum dan agama. 

Hal ini tercantum sebagaimana dalam UU Perkawinan Pasal 42 dan 43, sebagai 

berikut:  

1. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  

                                                           
3
 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, 

dan Hukum Adat, diunduh melalui 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790, Yudisia Jurnal 

Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 

Desember 2016, hlm. 417.  

3 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790
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2. Pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Kedudukan anak dalam suatu pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang selanjutnya disebut dengan KHI, yang termuat dalam Pasal 99 yang 

menyatakan bahwa anak sah yaitu:  

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut. 

Wath’i syubhat adalah istilah yang asing untuk didengar, namun pada zaman 

sekarang apapun dapat terjadi, termasuk wath’i syubhat itu sendiri. Secara 

etimologis, pengertian wath’i adalah berasal dari kata yang memiliki makna 

memijak. Sedangkan ada ungkapan yang berarti bersetubuh dengan perempuan. 

Adapun syubhat secara etimologis adalah keraguan, kebimbangan, tiada tentu.
4
 

Jadi wath’i syubhat adalah melakukan hubungan memijak (senggama) atas dasar 

kekeliruan.  

Hubungan wathi’ syubhat tersebut jika sampai menghasilkan seorang anak, maka 

anak tersebut adalah anak syubhat. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tentang perkara 

perceraian. Penggugat (istri) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga mengajukan 

permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bogor terhadap tergugat (suami) 

yang berkerja sebagai karyawan swasta dan keduanya telah dikaruniai seorang 

anak perempuan. Dalam salah satu amar putusannya, hakim menghukum 

                                                           
4
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung 2012), hlm. 

189 dan 501. 

4 
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penggugat dan tergugat dengan memfasakh (membatalkan) perkawinannya. 

Berdasarkan putusan tersebut tergugat (suami) merasa belum mendapatkan 

keadilan, karena akan berpengaruh terhadap status perkawinan dan status anak 

tersebut. Sehingga tergugat (suami) melakukan upaya hukum banding. Upaya 

hukum tersebut berdasarkan tergugat (suami) yang merasa tidak puas dengan hasil 

putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agama tersebut.  

Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh pembanding (suami) tersebut 

telah diputus oleh hakim Penggadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan 

Nomor 176/Pdt.G/2009/PTA Bdg. Putusan tersebut membatalkan Putusan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama Penggadilan Agama Bogor dengan Nomor 

268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa 

keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan, hal ini 

dikarenakan berdasarkan pengakuan penggugat (istri) dan dibenarkan tergugat 

(suami), bahwa penggugat (istri) pada saat menikah di Kantor Urusan Agama 

menolak untuk mengucapkan syahadat, dan ketika pemberkatan di gereja, 

tergugat (suami) menolak untuk bersumpah secara agama Katholik. Oleh sebab 

itu, dalam perkara tersebut penggugat (istri) tidak mendalilkan tentang 

perkawinan mereka apakah dilakukan secara Islam atau tidak, karena penggugat 

(istri) hanya memberikan alat bukti berupa Akta Nikah Nomor 204/29/VIII/88 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, 

tertanggal 9 Agustus 1988. Dalam akta nikah tersebut tertulis bahwa penggugat 

(istri) beragama Katholik. Hal ini berakibat pada akta nikah tersebut, dimana akta 

nikah tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena tidak didasarkan 

5 
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atas aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 2 ayat (1) dan (2). 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut 

dengan UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu 

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan 

Pasal 55 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pembuktian asal-usul anak 

hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik oleh pejabat yang 

berwenang, pejabat yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil.
5
 Tentunya hal ini berdampak pada pencatatan anak hasil wathi’ syubhat 

pada catatan sipil. Sebenarnya apa itu pengertian dari wathi’ syubhat itu sendiri? 

Apakah anak syubhat tersebut dapat memperoleh akta kelahiran otentik? Apa 

akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatatan tersebut bagi anak syubhat ? 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji hal 

tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Hukum 

Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath’i Syubhat Ditinjau Dari Hukum 

Islam. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep dasar wath’i syubhat menurut Hukum Islam ? 

                                                           
5
 Dessy Elita, Abdullah Gofar, dan Kms. Abdullah Hamid, Prosedur Pencatatan Anak 

Luar Kawin Di Catatan Sipil, diunduh melalui 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/308/163,  Repertorium Jurnal 

Ilmiah Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Sriwijaya, Vol. 8, No.1, Palembang: Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Unieversitas Sriwijaya, Mei 2019, hlm. 3-4.  

7 

6 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/308/163
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2. Bagaimana pencatatan anak hasil wath’i syubhat ? 

3. Bagaimana akibat hukum bagi anak syubhat menurut Hukum Islam ? 

C. Ruang Lingkup  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka ruang 

lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup objek kajian dan ruang lingkup 

keilmuan. Dimana ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini ialah bidang 

hukum keperdataan mengenai hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan 

dengan hukum perkawinan Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian 

penelitian ini mengenai analisis hukum terhadap pencatatan anak hasil wath’i 

syubhat ditinjau dari hukum Islam dimana dalam pembahasan mengenai akibat 

hukum anak syubhat penulis lebih memfokuskan pada nasab anak syubhat. 

D. Tujuan Penelitian 

Agar dalam proses penulisan skripsi ini diperoleh target yang sesuai dengan apa 

yang telah dikehendaki, maka perlu menetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai yaitu:  

a. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

b. Salah satu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang 

telah diperoleh salama mengikuti perkuliahan dengan praktik yang ada dan 

berkembang di masyarakat. 
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2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan khusus yang ingin dicapai, sebagai berikut: 

a. Mengetahui, memahami dan menganalisa konsep dasar wath’i syubhat 

menurut Hukum Islam; 

b. Mengetahui, memahami dan menganalisa pencatatan anak hasil wath’i 

syubhat; 

c. Mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum bagi anak syubhat 

menurut Hukum Islam. 

E. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan 

praktis sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum 

perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam terutama dalam hukum 

perkawinan. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Keluarga 

Islam. 

8 
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b. Sebagai bahan informasi, dan literatur serta menambah khazanah bagi para 

pihak khususnya mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan berasal dari kata kawin yang memiliki arti menurut bahasa yaitu 

membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual 

atau bersetubuh. Memiliki kata dasar yaitu an-nikah yang artinya menurut bahasa 

ialah mengumpulkan.
6
 Perkawinan adalah sebuah perikatan suci antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan rasa cinta yang kemudian 

dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilalui kedua belah pihak 

serta memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah. Hal ini tentunya sudah diperintahkan Allah SWT, 

yang termuat dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 32 yang menganjurkan 

mengenai perkawinan: 

وْنُوْا فُقَرَاءَۤ يُغْنِهِمُ ا
ُ
ۗ اِنْ يَّك مْ

ُ
مْ وَاِمَاىِٕۤك

ُ
لِحِيْنَ مِنْ عِبَادكِ مْ وَالصّٰ

ُ
يَامٰى مِنْك

َ
ا
ْ
نكِْحُوا ال

َ
ُ وَا للّّٰٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ۗ وَاللّّٰٰ  ٣٢مِنْ فَضْلِه 

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 

   juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 

  baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan              

                                                           
6
 Abdul Rohman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),hlm.8. 
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 memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah 

 Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nur /24:32). 

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang akan 

menyempurnakan separuh agama. Seperti yang disampaikan dari Anas bin Malik 

radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 

 

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh 

    agamanya. Karena, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang 

    lainnya.” (HR. Al Baihaqi). 

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Pasal 2 juga menjelaskan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau miitsaaqan gholiidhzan untuk mencari ridha Allah SWT dengan menaati 

setiap perintah-Nya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.
7
 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata) atau dalam bahasa Belanda ialah Burgerlijk Wetboek dan 

selanjutnya disebut dengan KUHPerdata juga memuat mengenai perkawinan, 

walaupun di dalam KUHPerdata itu sendiri tidak sepenuhnya menjabarkan secara 

detail, karena pengertian perkawinan di dalamnya hanya tesirat secara eksplisit. 

KUHPerdata hanya memandang perkawinan sebatas perikatan “verbindtenis” 

                                                           
7
 Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas 

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, diunduh dari  

https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-

sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf, Bandar Lampung: Neliti, diakses pada tanggal 6 

Oktober 2022 pukul 16.14 WIB. 

يْنِِ فلَْيَتَّقِِ اللَِ فيِ  الن ِصْفِِ البَاقيِ  لَفَقَدِْ نَصْفَِ الد ِ جَِ العبَْد ِ كَمَّ  إِذاَ تزََوَّ
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saja, yang artinya perkawinan hanya dipandang pada hubungan perdata saja. 

Maksud dari hal tersebut ialah, menurut KUHPerdata perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata 

saja, sedangkan syarat-syarat dari peraturan lain misalnya dari peraturan agama 

tidak dihiraukan.
8
  

2. Rukun, Syarat, dan Asas Perkawinan 

a. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan, karena rukun perkawinan 

adalah segala perkara yang harus atau wajib dilaksanakan yang berakibat pada sah 

atau tidaknya suatu perkawinan. Berikut rukun dalam perkawinan menurut 

Hukum Islam, yaitu: 

1) Wali, wali diperuntukan bagi pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada 

pihak laki-laki. Rukun ini juga terdapat dalam HR. Abu Daud, At-Tirmidzy 

dan Ibnu Majah bahwa wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya 

maka nikahnya batal, batal, batal. Oleh karena itu, apabila wanita tersebut 

tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat 

menjadi hakim. Hal ini juga diatur dalam KHI, yaitu pada Pasal 19 yang 

menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. 

                                                           
8
 Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam, diunduh dari 

http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLA

M.pdf, Bandar Lampung: Universitas Lampung, diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.17 

WIB. 

12 
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2) Dua Orang Saksi, dalam perkawinan kehadiran saksi begitu penting karena 

tanpa adanya saksi maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Seperti sabda 

Rasulullah SAW yang berbunyi tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua 

saksi yang adil. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Asy Syaukani).
9
 Saksi perkawinan 

juga diatur dalam Pasal 24 - 26 KHI. 

3) Ijab dan Qabul, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, 

sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.
10

 Hal ini juga diatur di 

dalam KHI dalam Pasal 27 dan 29.  

4) Calon suami, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan 

oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-

Thalab yang terdapat di juz II, halaman 42 yang menyatakan bahwa syarat 

calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, 

tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Dan 

dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti 

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita 

tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa 

iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria 

diilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 

(empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali 

                                                           
9
 Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, diunduh 

melalui https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883, Jurnal Crepido 

Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 02, No. 02, 

Semarang: Universitas Diponegoro, November 2020, hlm. 113. 
10

 Siti Faizah, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri, diunduh melalui 

https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/312/584,  Isti’dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, 

No. 1, Jepara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nadhatul Ulama,  Maret 2014, hlm. 21-29. 
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dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
11

 Dan semua itu telah 

diatur juga di dalam KHI pada Pasal 39-43. 

5) Calon Istri, ialah wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan 

sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi,
12

 seperti yang termuat 

pada Pasal 44 KHI, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang 

tidak beragama Islam. 

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Maksud dari menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya ialah sepanjang pengaturan yang termuat di dalamnya tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak ditentukan lain dalam 

undang-undang ini.
13

  

Pasal 6-12 UU Perkawinan menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu 

terdapat persetujuan kedua calon mempelai, untuk calon yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun harus ada izin orang tua/wali, usia calon mempelai wanita 

berumur 16 (enam belas) tahun dan calon mempelai pria berumur 19 (sembilan 

belas) tahun, antara calon mempelai wanita dan pria tidak ada hubungan darah 

atau keluarga yang mengakibatkan tidak boleh kawin, tidak berada dalam ikatan 

perkawinan dengan pihak lain, bagi suami isteri yang bercerai lalu kawin lagi satu 

sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya tidak ada larangan kawin menurut 
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 Imam Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab, (Beirut: Dar al-

Fikr, 2018), hlm. 42. 
12

 Aisyah Ayu Musyafah, Op. Cit., hlm. 117. 
13

 Tulus Prijanto, Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak 

Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi, diunduh melalui https://jurnal.stie-

aas.ac.id/index.php/jie/article/view/2376/pdf, Edunomika Vol. 05, No. 02, Sukoharjo: LPPM ITB 

AAS Indonesia Surakarta, Februari 2021, hlm. 705. 
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agama dan kepercayaannya untuk kawin ketiga kalinya, tidak sedang dalam waktu 

tunggu (masa iddah) bagi calon mempelai wanita yang janda.
14

 

Pasal 4 KHI juga menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan 

yang dilakukan menurut Hukum Islam. Tentunya hal ini selaras dengan unsur dari 

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang telah diuarikan diatas. Tak hanya itu, menurut 

UU Perkawinan, perkawinan yang telah dilaksanakan harus tercatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah, hal ini bertujuan untuk terjaminnnya ketertiban perkawinan serta 

agar perkawinan itu sendiri memiliki kekuatan hukum.
15

 

Syarat perkawinan menurut KUHPerdata adalah kedua pihak telah berumur sesuai 

dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu laki-laki 18 (delapan belas) dan 

untuk perempuan 15 (lima belas) tahun, harus ada persetujuan dari kedua pihak, 

untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari sesudah 

putusnya perkawinan, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak, 

untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau 

walinya.
16

 

b. Asas Perkawinan 

Menurut Pasal 3 UU Perkawinan, asas perkawinan adalah asas monogami relatif 

yang artinya membolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan 

agamanya. Asas tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dengan KHI. 
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 Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di 

Indonesia, diunduh melalui https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208/201, Al’ 

Adl Jurnal Hukum, Vol VII, No. 13, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Januari-Juni 2015, hlm. 25. 
15

 Wati Rahmi Ria, Op. Cit., hlm. 28. 
16

 Yulia, Hukum Perdata, (Aceh: CV BieNa Edukasi, 2015), hlm. 32-33. 
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Sedangkan KUHPerdata menganut asas monogami mutlak karena ini berdasarkan 

kepada doktrin Kristen (Gereja).
17

 

3. Tujuan Perkawinan 

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan ialah untuk 

mencapai kebahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini 

sejalan dengan defenisi yang Sayuti Thalib berikan, bahwa perkawinan adalah 

perjanjian kuat dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami 

isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram 

dan kekal. Sedangkan pengertian kekal itu sendiri berasal dari ajaran Katolik 

Roma, yang artinya perkawinan adalah sehidup semati. Namun dapat juga 

diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan 

istri.
18

 

Pasal 3 KHI juga menjelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. 

Sedangkan dalam KUHPerdata tidak menjelaskan mengenai tujuan perkawinan 

itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa KUHPerdata memandang 

perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.  
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4. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Menurut hukum Islam, hukum perkawinan secara rinci diuraikan, sebagai berikut: 

a. Ibahah atau yang disebut juga dengan ja’iz (kebolehan) apabila seorang 

mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak 

menikah, sedangakn di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan 

takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi 

dibolehkan, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali 

dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa segala sesuatu 

yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram 

hukumnya adalah fardhu. 

b. Wajib, apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira 

akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada 

kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada 

keadaan sebelumnya (Ibahah). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha 

(ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-

sebabnya sudah pasti (qat’i). Adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-

sebabnya adalah perkiraan (zanni). 

c. Haram, apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan 

pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan 

menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan 

untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu 

berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri. 

18 17 
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d. Makruh. apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku 

zalim apabila ia menikah. Hal ini diakrenakan mukalaf belum siap secara 

jasmani maupun rohaninya serta biaya kelangsungan untuk berumah tangga. 

e. Sunnah, apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut 

berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.
19

 

 

B. Tinjauan Tentang Wath’i Syubhat 

Secara etimologis, pengertian wathi’ adalah berasal dari kata yang memiliki 

makna memijak. Sedangkan ada ungkapan yang berarti bersetubuh dengan 

perempuan. Adapun syubhat secara etimologis adalah keraguan, kebimbangan, 

tiada tentu.
20

 

As-syubhat adalah kata yang memiliki arti berupa kemiripan, keserupaan, 

persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah 

syubhat dapat digambarkan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya 

ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah peristiwa hukum, yang berakibat 

pada ketentuan hukum tersebut tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada 

dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, syubhat adalah suatu hal 

yang abu-abu tidak jelas apakah hitam atau putih benar atau tidak, atau masih 

mengandung kebimbangan antara benar dan salah, sehingga tidak bisa ditarjihkan 

mana yang lebih kuat faliditas hukumnya.
21
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Adapun pengertian wathi’ syubhat secara istilah, antara lain: 

1. Menurut syara’: wathi’ syubhat adalah suatu perbuatan yang bisa 

mengugurkan seseorang terhadap hukum (had).
22

 Contohnya yaitu 

persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka 

bahwa yang disetubuhi adalah istrinya sendiri.  

2. Menurut hukum normatif: wathi’ syubhat adalah hubungan batin antara laki-

laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dalam bahasa tindak 

pidana disebut dengan ‘kealpaan”. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan 

ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi juga tidak bisa disebut sebagai 

kesengajaan ringan.
23

 Contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan 

yang sedang asyik mabuk-mabukan kemudian tanpa sadar dan disengaja 

keduanya tidur bersama dan melakukan hubungan senggama. 

3. Menurut para fuqaha (ahli fiqh), diantaranya Madzhab al-Arba’ah (empat 

Imam Madzhab), mereka pada umumnya sama dalam memberikan pengertian  

wathi’ syubhat yaitu sesuatu perbuatan yang mewajibkan seseorang untuk 

membayar mahar dan sepadannya. Kemudian dalam hal mahar dan had ini 

oleh Syafi’iyah, Hanafiah, Malikiyah, dan Hambaliyah memberikan ketentuan 

(tafsir) yang agak berbeda.
24
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Sedangkan menurut A. Djazuli, wathi’ syubhat sendiri terdiri dari tiga bentuk, 

yakni: 
25

 

1. Syubhat al-fa’il, adalah syubhat yang muncul akibat kesalah dugaan pelaku, 

misalnya: seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita yang diduganya 

adalah istrinya namun ternyata wanita itu adalah wanita yang haram ia 

setubuhi. Contoh kasusnya adalah pernikahan dengan saudara sepesusuan, 

menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah, menikahi wanita non-

muslim, dan sebagainya.
26

 Namun hal itu baru diketahui setelah terjadinya 

senggama. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan akad nikah para pelaku 

merasa yakin bahwa pernikahannya adalah sah, berdasarkan hal tersebut maka 

mereka meyakini pula bahwa hubungan mereka telah halal untuk melakukan 

senggama, dimana keharaman melakukan senggama baru diketahui setelah 

perbuatan itu dilakukan. 

2. Syubhat fi al-jihah adalah syubhat dikarenakan perbedaan pendapat para 

ulama’, seperti: Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada 

wali. Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. kasus 

nikah mut’ah, nikah syighar, nikah muhallil dan menikahi wanita yang telah 

dikhitbah orang lain. Dasar dari syubhat ini adalah adanya perbedaan pendapat 

dari para fuqaha mengenai hukum perbuatan tesebut. Dengan demikian 

perbuatan yang diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai hukum halal 

haramnya maka perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat. 

3. Syubhat fi al-mahal adalah syubhat pada tempat, seperti mewath’i istri yang 

sedang haid, atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya. 
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Dalam contoh ini, syubhat terdapat pada objek (tempat) dilakukanya 

perbuatan terlarang, karena istri (objek) dimiliki oleh suami, dan adalah 

haknya menyetubuhi istrinya. Akan tetapi karena istri sedang haid atau puasa 

ramadhan, atau menyetubuhi pada duburnya maka persetubuhan itu dilarang. 

Hanya saja keadaan istri yang milik suami dan adanya hak suami untuk 

menyetubuhinya, menyebabkan syubhat pada persetubuhan tersebut. 

C. Tinjauan Tentang Anak 

1. Pengertian Anak  

Dalam Islam, pengertian anak digambarkan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT 

yang arif. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dianugarahi dengan 

berbagai kelebihan yang tidak ada satupun makhluk-Nya yang bisa menyamainya 

serta diberikan rizki yang berkah.
27

 Hal ini sejalan dengan yang Allah SWT 

tegaskan dalam ayat berikut: 

نٰهُمْ 
ْ
ل بٰتِ وَفَضَّ ِ

ي  نَ الطَّ بَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ م ِ
ْ
بَر ِ وَال

ْ
نٰهُمْ فِى ال

ْ
دَمَ وَحَمَل

ٰ
مْنَا بَنِيْٖٓ ا رَّ

َ
قَدْ ك

َ
  ۞ وَل

ٰ
 عَٰ

ا 
ً
قْنَا تَفْضِيْل

َ
نْ خَل ثِيْرٍ مّ َِّ

َ
 ٧ࣖ ك

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut 

 mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka 

 rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak 

 makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-

 Isra/ 17: 70). 

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari 

Allah SWT yang harus dijaga, dididik sebagai bekal penerus umat, anak 
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merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai 

amanah dari Allah SWT untuk dirawat yang kelak setiap orang tua akan diminta 

pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.
28

 

Pengertian anak dari aspek agama dalam sudut pandang agama Islam yaitu anak 

merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah 

kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh 

karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, 

maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir 

maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak 

mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk 

mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam Islam, anak adalah 

titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang 

kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin dan sebagai pewaris 

ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan 

harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 

diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.
29

 

2. Pengertian Anak Syubhat 

Anak adalah hasil dari hubungan senggama yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang harus dilakukan atas hubungan yang sah dimata 

agama maupun hukum. Oleh karena itu, pentingnya sebuah status dalam suatu 
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hubungan agar anak tidak menjadi sebuah korban dalam sebuah hubungan yang 

tak jelas statusnya dimata hukum.  

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar 

terjadi karena kekeliruan, maksudnya bukan karena disengaja atau direkayasa atau 

yang disebut dengan wath’i syubhat. Seorang anak syubhat akan memiliki 

hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika pihak laki-laki yang telah 

membenihinya mengakui si anak.
30

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

wathi’ syubhat atau hubungan seksual yang dilakukan secara syubhat terdiri dari 

dua bentuk, yaitu syubhat karena akad (nikah syubhat) dan syubhat karena 

perbuatan. Oleh karena itu, anak syubhat juga dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu anak syubhat karena perbuatan dan anak syubhat karena karena akad 

(nikah syubhat).  

Anak syubhat karena perbuatan adalah anak hasil dari hubungan senggama secara 

syubhat. Dimana persetubuhan tersebut tanpa di dasari sebuah akad yang sah 

maupun fasid. Sedangkan anak syubhat karena akad atau nikah syubhat ialah anak 

yang lahir dari pernikahan yang sah lalu pernikahan tersebut difasakh (dibatalkan) 

karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan misalnya karena 

pernikahan tersebut fasid. 
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3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam 

Dalam kamus bahasa Arab anak disebut juga dengan walad, satu kata yang 

mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah SWT yang sedang 

menempuh perkembangan ke arah abdi Allah SWT yang shaleh. Pendapat Ibnu 

Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam 

penafsiran kata-kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa’ yang mempunyai 

pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini 

sangat berbeda dengan ijma para fuqaha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa 

yang dimaksud dengan walad dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak 

termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian walad dalam nash dapat 

berarti laki-laki dan dapat berarti juga perempuan.
31

 

Di dalam Al-Qur’an, anak dapat sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang 

berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar 

atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum dapat 

disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut aljanin yang berarti al-mastur 

yang artinya tertutup dan al-khafy yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.
32

 

Al-walad adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan 

keturunan, sehingga kata al-walad dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu 

kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan 

keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung.
33

 Selain itu, Al-Qur’an 
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juga menggunakan istilah thifl yang artinya kanak-kanak dan ghulam yang artinya 

muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu 

dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan 

terapi sebelum terlambat, apalagi fase ghulam berarti remaja dimana anak 

mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.
34

 

Hak-hak anak yang mutlak dalam lingkup akidah dan pandangan agama Islam, 

terdiri dari: 

a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim 

ibunya hal ini diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233;  

b. Hak untuk disusui selama dua tahun termuat dalam Al-Qur’an Surat Luqman 

ayat 14; 

c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang 

benar terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah ayat 11; 

d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya diatur dalam 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 2, 6, dan 10;  

e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat Al- 

Qashas ayat 12; 

f. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad 

oleh pelaksana hadhanah termuat dalam surat Luqman ayat 51.
35

 

Hak asasi anak dalam Islam digolongkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi 

anak yang meliputi hal-hal berikut ini : 

a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 
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b) Hak dalam kesucian keturunan; 

c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 

d) Hak anak dalam menerima susuan; 

e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan; 

f) Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup 

anak yang bersangkutan; 

g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
36

 

4. Nasab Anak 

Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan adanya akibat 

hukum. Nasab adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelahiran. Secara 

bahasa nasab sendiri memiliki arti kerabat, keturunan, atau menetapkan 

keturunan.
37

 Nasab sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

menjalin hubungan berumah tangga karena dari nasab tersebut dapat diketahui 

hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam 

firman-Nya: 

كَ قَدِيْرًا  انَ رَبُّ
َ
صِهْرًاۗ وَك سَبًا وَّ

َ
هٗ ن
َ
مَاءِۤ بَشَرًا فَجَعَل

ْ
قَ مِنَ ال

َ
ذِيْ خَل

َّ
 ٥٤وَهُوَ ال

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia 

 menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah 

 (persemendaan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. Al-Furqan/25:54) 

Yasin bin Yasir menyampaikan pengertian secara syara’ terhadap nasab, 

menurutnya nasab ialah keadaan hukum yang disandarkan antara seorang dengan 
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orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang 

terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah dimana, baik 

ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip 

dengan yang diakui kebenarannya, ketetapan ini dihubungkan kepada yang 

melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.
38

  

Sedangkan pengertian nasab secara terminologi yaitu pertalian kekeluargaan 

berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang 

semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan 

yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.
39

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasab adalah hubungan kekerabatan yang 

dikarenakan adanya hubungan darah, baik itu ke atas, bawah maupun samping 

dimana semua itu disebabkan karena terjadinya perkawinan yang sah maupun 

fasid dan karena hubungan seksual secara syubhat. 

D. Tinjauan Tentang Pencatatan Anak 

Menurut KBBI, arti dari kata pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat. 

Pencatatan sangat dibutuhkan dalam peristiwa hukum, salah satunya adalah 

kelahiran. Hal ini dikarenakan dari kelahiran tersebut menghasilkan subjek hukum 

baru yaitu anak. Setiap anak yang lahir harus mempunyai sebuah dokumen yang 

berisi identitas dan diakui oleh negara secara sah. Oleh karena itu, pencatatan 

harus dilakukan bagi setiap warga negara, hal ini tentunya telah diatur dalam 
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peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkat daerah bahkan hingga 

tingkat pusat.  

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

menyatakan bahwa  pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang 

dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan. Maksud dari peristiwa penting tersebut ialah 

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan 

anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan.
40

  

Pencatatan peristiwa penting seperti yang telah dijabarkan diatas dilakukan oleh 

pejabat pencatatan sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa 

penting yang dialami sesorang pada instansi yang mana pengangkatannya sesuai 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian wajib bagi 

instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan 

kutipannya. Instansi yang diamksud dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah-rendahnya ditingkat kelurahan atau 

desa.
41
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E.  Tinjauan Tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang berasal serta menjadi bagian dari agama 

Islam.
42

 Pada konsepsi hukum Islam kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah 

SWT, yang memuat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan makhluk ciptaan lainnya serta manusia dengan Allah.
43

 Berikut 

adalah sestematika hukum Islam: 

a) Al-ahkam al-ahwal alsyakhsiyah (Hukum Perorangan); 

b) Al-ahkam al-madaniah (Hukum Kebendaan); 

c) Al-ahkam al-jinaiyah (Hukum Pidana); 

d) Al-ahkam murafaat (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara); 

e) Al-ahkam al-dusturiyah (Hukum Tata Negara); 

f) Al-ahkam al-dawliyah (Hukum Internasional); dan  

g) Al-ahkam al-igtisadiyahwa al-maliyah (Hukum Ekonomi dan Keuangan).
44

 

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia 

agar manusia mendapatkan kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan 

menurut abu Ishak Al-Sakatibi, beliau berpendapat bahwa tujuan hukum Islam 

adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
45
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2. Sumber Hukum Islam 

Sumber hukum Islam ada tiga yaitu: 

a. Al-Qur’an, adalah bentuk lafaz firman Allah SWT yang disampaikan memalui 

Malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.; 

b. As-Sunnah (Hadist) adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah 

SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan diamnya  Rasul; 

c. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh 

pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, dimana orang yang 

diperbolehkan malakukan ijtihad adalah seseorang yang memiliki akal fikiran 

manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad.
46

 

3. Al-Ahkam Al-Khamsah  

Ahkamul Khamsah yang berarti lima ketetapan atau lima ketentuan yang dasarnya 

ialah lima penggolongan hukum. Berikut adalah urainnya. 

1) Fardh (wajib), yang berarti harus dikerjakan, apabila dikerjakan akan 

mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya 

ialah sholat 5 waktu, puasa ramadhan, dan lain sebagainya; 

2) Sunnah, ialah suatu ketentuan atau perintah apabila dikerjakan ia mendapat 

pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya yaitu puasa senin-

kamis, sholat tahajjud, dan sebagainya; 

3) Mubah, adalah suatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan, jika 

dikerjakan maupun tidak tidak mendapat pahala maupun dosa. Contohnya 

adalah melakukan jual-beli, berolahraga, dan lain sebagainya; 
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4) Makruh, dimana suatu ketetapan perintah dan larangan dihentikan mendapat 

pujian, begitupun sebaliknya jika dilanggar hanya dicela tidak dihukum. 

Contohnya yaitu masuk rumah orang tidak mengucapkan salam; 

5) Haram, adalah larangan keras dengan pengertian jika dikerjakan mendapat 

dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya ialah membunuh, 

berzina, berkhianat, dan lain-lain.
47
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F. KERANGKA PIKIR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat diuraikan bahwa, hukum Islam adalah 

hukum yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Di dalam 

hukum Islam sendiri terdapat istilah wathi’ syubhat atau hubungan senggama 

secara syubhat. Jika dalam wath’i syubhat tersebut menghasilkan anak, atau 

setelah lebih dari enam bulan dari terjadinya wath’i syubhat wanita itu melahirkan 

seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak syubhat. Walaupun status anak 

tersebut syubhat namun anak tersebut tetap berhak atas kehidupan yang layak, 

artinya anak tersebut berhak untuk diakui secara agama maupun hukum. Oleh 

Konsep dasar wath’i 

syubhat menurut 

hukum Islam 

Wathi’ Syubhat 

 

Hukum Islam 

 

Akibat hukum bagi 

anak syubhat menurut 

hukum Islam  

Pencatatan anak hasil 

wath’i syubhat  
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karena itu, penulis ingin mengetahui, memahami, serta menganalisis bagaimana 

konsep dasar wath’i syubhat menurut hukum Islam dan bagaimana pencatatan 

anak hasil wath’i syubhat serta apa akibat hukum bagi anak syubhat menurut 

Hukum Islam. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek yang mengkaji tentang asas-asas 

hukum, sistematika hukum, kaedah hukum, serta ketentuan perundang-undangan, 

putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentunya yang 

berhubungan dengan Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath’i 

Syubhat Ditinjau dari Hukum Islam. 

B. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya 

yang berjudul Hukum dan Penelitian Hukum, beliau menyampaikan bahwa 

penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

deskripsi atau gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di 

tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
48

 Oleh 
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karena itu, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara rinci, sistematis, 

dan menyeluruh mengenai Analisis Hukum Terhadap Penacatatan Anak Hasil 

Wath’i Syubhat Ditinjau dari Hukum Islam. Analisis yang dimaksud berdasarkan 

fakta serta gambaran yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk 

menjawab permasalahan yang terjadi.
49

 

C. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar 

untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-

undangan serta berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalah yang 

sedang diteliti.
50

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). 

Tentunya data-data yang diperlukan adalah dokumen yang berupa data yang 

diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur 

yang terkait, baik yang bersifat sekunder maupun yang bersifat primer.
51

 Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasannya. 
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1) Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, 

maupun putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang 

digunakan adalah:  

a. Al-Qur’an; 

b. Al-Hadist; 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 

g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

i. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2009/PA.Bgr. Pengadilan Agama Bogor; dan  

j. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung. 

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer,
52

 seperti hasil penelitian, hasil karya dari 
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kalangan hukum, ataupun pendapat para pakar hukum serta literatur-literatur 

dan dokumen-dokumen yang relavan dengan pembahasan skripsi ini. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang 

untuk memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder dalam penelitian ini,
53

 seperti kamus umum dan kamus hukum, 

jurnal hukum, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan pembahasan dalam penelitian ini.   

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:  

1. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau pendapat para ahli tentang 

suatu hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian.
54

 Studi kepustakaan sangat 

erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi lain yang mempunyai hubungan 

dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti.
55

 Hal ini bertujuan untuk memperoleh sumber penelitian yang akurat 

dengan melakukan serangkaian kegiatan berupa menelaah ataupun mengutip 

jurnal hukum, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan serta 

sumber lain yang tentunya berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini. 
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2. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen hasil karya, gambar, tertulis, 

maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan 

dan dipadukan sehingga membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan 

utuh.
56

 Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 

beliau menyampaikan studi dokumen ialah teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.
57

  

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisa, berikut adalah 

tahapan-tahapannya. 

1. Editing, yaitu memeriksa ulang semua data yang telah diperoleh dengan 

memilih serta menyaring data tersebut dengan selektif dari berbagai segi yang 

dimana data yang dipilih haruslah sesuai dengan keselarasan yang satu dengan 

yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan 

yang diteliti.
58
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2. Organizing, yaitu menyusun semua data yang diperoleh pada penelitian yang 

diperlukan dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan 

rumusan masalah yang disusun secara sistematis.
59

 

3. Analysis, yaitu dilakukan dengan memberikan analisis selanjutnya terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian tersebut, dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya 

sehingga menghasilkan kesimpulan.
60

 

G. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selajutnya akan memasuki tahap analisis. Analisis 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menguraikan suatu pokok 

atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar 

bagain untuk memperoleh penjelasan yang tepat serta pemahaman arti 

keseluruhan secara terperinci.
61

 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif 

analisis. Dilakukan dengan memaparkan semua data yang diperoleh lalu 

menginterpretasikan dan dilakukan analisa mengenai pencatatan anak hasil wath’i 

syubhat yang ditinjau menggunakan hukum Islam yang berdasarkan pada hasil 

pencarian yang penulis dapatkan baik dari dokumen-dokumen maupun dari 

literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini.  
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Wath’i syubhat terdapat dua macam yaitu syubhat karena akad (nikah syubhat) 

dan syubhat karena perbuatan. Syubhat karena akad adalah apabila seorang 

laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad nikah seperti halnya dengan 

akad nikah sah lainnya, namun ternyata setelah akad baru diketahui bahwa 

akad nikah tersebut fasid (tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara 

utuh) dikarenakan satu dan lain hal maka pernikahan tersebut difasakh 

(dibatalkan). Sedangkan syubhat karena perbuatan adalah jika seorang laki-

laki mencampuri perempuan tanpa adanya akad diantara mereka berdua baik 

sah maupun fasid, karena tidak sadar atau dia meyakini bahwa yang dia 

campuri itu halal baginya, tetapi perempuan itu haram dicampuri. 

2. Prosedur pencatatan anak syubhat tetap bisa dilakukan seperti pencatatan akta 

kelahiran untuk anak sah, namun yang membedakannya terletak pada sedikit 

prosedur yang perlu disiapkan dan penulisan dalam akta kelahiran terkait 
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identitas anak. Anak syubhat karena akad akan mencantumkan nama kedua 

orangtuanya di dalam akta kelahiran, berbeda dengan anak syubhat karena 

perbuatan, yang statusnya menurut Pasal 100 KHI adalah anak luar kawin 

yang artinya anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga 

ibunya saja. Hal ini berpengaruh pada pencatatan anak tersebut dalam akta 

kelahiran dimana hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam kata tersebut.  

3. Akibat hukum yang dilahirkan dari pencatatan tersebut adalah tentunya 

mengenai nasab, dimana nasab merupakan dasar utama yang akan 

mempengaruhi akibat hukum lain dalam penentuannya. Nasab bagi anak 

syubhat karena akad (nikah syubhat) tetap mempunyai hubungan nasab 

dengan ayahnya, karena sejatinya dia adalah anak sah yang kemudian 

perkawinan orangtuanya difasakh dikarenakan terdapat unsur fasid dalam 

perkawinan tersebut. Sedangkan anak syubhat karena perbuatan hanya 

memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja seperti yang 

telah ditegaskan dalam Pasal 100 KHI. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pencatatan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayahnya 

sebaiknya tidak di catatkan pada akta kelahiran si anak sebelumnya, tetapi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat akta kelahiran baru 

berdasarkan pengakuan tersebut, agar aspek psikologis si anak tidak terganggu 

serta lebih memperhatikan keadilan dan kepastian hukum.  

77 
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2. Mengharapkan pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan tentang penertiban administrasi kependudukan yang tidak 

menyulitkan masyarakat dalam proses pencatatan, agar pencatatan penduduk 

lebih sistematis dan penduduk segera mendapatkan hak-hak konstitusionalnya.  
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